ABSTRAK

Studi ini mengkaji keselarasan aturan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UU No.
37/2004), ketika diterapkan ke dalam sengketa kepailitan suatu badan hukum, dimana badan
hukum pailit tersebut akan melakukan pembagian atas aset pailit miliknya kepada seluruh
kreditornya. Secara khusus, pekerja/buruh kontrak (kreditor preferen/istimewa) yang memiliki
hak tagih dalam menerima piutangnya yang berupa upah yang belum dibayarkan. Berdasarkan
Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg, dikarenakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)
UU No. 37/2004 menjadi kunci utama suatu badan hukum dapat dipailitkan atau tidak, selain
adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004. Maka, ketentuan tersebut yang juga akan
menentukan kedudukan hukum dari mantan pekerja/buruh kontrak dalam menagih hak
piutangnya. Penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif ini, menunjukkan
bahwa pemohon tidak dapat membuktikan persyaratan suatu badan hukum dapat dijatuhi
putusan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 sehingga kedudukan
hukum pemohon selaku mantan pekerja/buruh kontrak dalam menagih hak piutangnya yang
berupa pesangon menjadi tunduk pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No.

13/2003) beserta aturan turunannya, bukan tunduk pada ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.
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